b. Keadaan Demografis
Wilayah Kelurahan Polehan memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.278 jiwa,
dan Kepala Keluarga (KK) sebanyak 4.755 buah KK. Berikut ini penulis tampilkan
beberapa tabel yang menunjukkan data-data penduduk wilayah Kelurahan Polehan

Kecamatan Blimbing menurut klasifikasinya masing-masing :

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN POLEHAN
BERDASARKAN AGAMA
No. Agama Jumlah (Orang) %

1 Islam 14.959 86,5%
2 | Katolik 829 5%
3 | Protestan 1.013 6%
4 | Hindu 287 1,5%
5 | Buddha 190 1%

Jumlah Total 17.278 100%

Sumber : Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Polehan Tahun 2010

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 5 buah agama di
dalam lingkungan masyarakat kelurahan Polehan Malang, antara lain adalah agama
Islam sebagai mayoritas dengan jumlah penganut sebanyak 14.959 jiwa (86,5%), dan
sisanya adalah agama Kristen Protestan dengan jumlah penganut sebanyak 1.103 jiwa
(6%), Kristen Katolik dengan jumlah penganut sebanyak 829 jiwa (5%), agama
Hindu dengan jumlah penganut sebanyak 287 jiwa (1,5%), dan yang terakhir adalah
agama Buddha dengan jumlah penganut sebanyak 190 jiwa (1%).
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TABEL2
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN POLEHAN
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah (Orang ) %
1 | Petani - -
2 | Nelayan - -
3 | Pengusaha Sedang / Besar 3 0,1%
4 | Pengrajin / Industri Kecil 52 2,4%
5 | Buruh Industri 84 4%
6 | Buruh Bangunan 595 30,5%
7 | Buruh Pertambangan - -
8 | Buruh Perkebunan - -
9 | Pedagang 213 10%
10 | Pengangkutan 75 4%
11 | Pegawai Negeri Sipil ( PNS) 621 32%
12 | Anggota TNI 187 9%
13 | Pensiunan PNS / TNI 180 8%
14 | Peternak - -
Jumlah Total 1.955 100%

Sumber : Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Polehan Tahun 2010

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa dari 14 daftar umum jenis
mata pencaharian di lingkungan kelurahan, terdapat 9 jenis mata pencaharian yang

dijalani oleh masyarakat kelurahan polehan, antara lain adalah pengusaha sebanyak 3

orang (0,1%), pengrajin/industri kecil sebanyak 52 orang (2,4
sebanyak 84 orang (4%), buruh bangunan sebanyak 595 ¢
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dengan jumlah 213 orang (10%), bidang pengangkuta

Pegawai Negeri Sipil/PNS dengan jumlah mayoritas

anggota TNI sebanyak 187 orang (9%), dan yang te

yaitu sebanyak 180 orang (8%).




TABEL 3
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN POLEHAN

BERDASARKAN UMUR
No. Umur Jumlah (Orang) %
1 0 — 5 Tahun 3.650 21%
2 6 — 15 Tahun 5.375 31%
3 16 — 60 Tahun 6.756 39%
4 60 Tahun keatas 1.497 9%
Jumlah Total 17.278 100%

Sumber : Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Polehan Tahun 2010

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk kelurahan

polehan yang berumur 0-5 tahun adalah sebanyak 3.650 jiwa (21%), penduduk

berumur 6-15 tahun sebanyak 5.375 jiwa (31%), penduduk berumur 16-60 tahun

dengan jumlah terbanyak yaitu 6.756 jiwa (39%), dan penduduk dengan umur diatas
60 tahun sebanyak 1.497 jiwa (9%).

TABEL 4
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN POLEHAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) %
1 | Belum Sekolah 1.532 9,5%
2 | Tidak Tamat Sekolah Dasar ( SD ) 2.458 14%
3 | Tamat SD / Sederajat 3.895 22,5%
4 | Tamat SLTP / Sederajat
5 | Tamat SLTA / Sederajat
6 | Tamat Akademi / Sederajat
7 | Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat
8 | Buta Huruf

Jumlah Total

Sumber : Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Poleha




Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa statistik penduduk kelurahan
polehan berdasarkan tingkat pendidikan antara lain adalah penduduk yang belum
bersekolah sebanyak 1.532 orang (9,5%), tidak tamat SD sebanyak 2.458 orang
(14%), tamat SD / sederajat sebanyak 3.895 orang (22,5%), tamat SLTP / sederajat
sebanyak 3.925 orang (22,5%), tamat SLTA memiliki jumlah paling banyak yaitu
4.898 orang (28%), tamat akademi / sederajat sebanyak 299 orang (2%), dan yang
terakhir yaitu buta huruf sebanyak 71 orang (0,5%).

2. Susunan Organisasi

Pentingnya pengorganisasian suatu unit kerja diperlukan pelaksanaan dan
program kerja. Oleh karena pengorganiasian kerja merupakan pengaturan dan
pembagian kerja yang ada pada organisasi itu, dimana dengan adanya pembagian
kerja akan memudahkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Untuk
mengetahui tugas, fungsi, kedudukan, serta tanggungjawab yang diemban oleh
masing-masing orang dalam organisasi, perlu dibuat suatu susunan yang jelas tentang
pembagian kerja dan kedudukan.

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kerjasama dari berbagai bagian
menurut pola yang menghendaki adanya tata tertib, penyusunan yang logis dan
hubungan yang serasi. Jadi dalam struktur organisasi terdapat rangka yang
menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam hal ini struktur organisasi yang digunakan oleh Kelurahan Polehan
adalah organisasi garis dan staff. Dalam hal ini pimpoinan memberikan wewenang
kepada beberapa pegawainya yang masing-masing membawahi staff sendiri-sendiri

sesuai dengan bidang pekerjaannya dan staf yang ada diberi tugas tanggungjawab
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Berdasakan struktur organisasi diatas, dapat diketahui bahwa struktur
organisasi pada Kelurahan Polehan memiliki unsur-unsur yang terdiri dari :
1. Unsur pimpinan yaitu Lurah
2. Unsur Pembantu yang terdiri dari :
e Sekretariat
e Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban Umum
e Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
o Seksi Kesejahteraan Sosial
e Seksi Pelayanan Umum

e Kelompok Jabatan Fungsional

3. Keadaan Pegawai Kelurahan Polehan

Keadaan para pegawai pada Kelurahan Polehan perlu untuk diketahui karena
pegawai merupakan hal yang pokok dalam sebuah organisasi dimana pegawai adalah
orang-orang yang akan menentukan apakah tugas dan fungsi serta tanggung jawab
yang diemban oleh suatu instansi akan dapat terlaksana dan terwujud seperti apa yang
telah diharapkan. Dalam hal ini seperti data yang telah diperoleh dari lapangan,
makan yang akan dipaparkan adalah mengenai jumlah pegawai menurut pangkat,
jabatan, tingkat pendidikan dan latihan jabatan yang pernah dijalani. Kesemuanya ini
akan berpengaruh terhadap kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.

a. Keadaan pegawai berdasarkan pemangku jabatan struktural

Peranan pimpinan dalam suatu organisasi sangat menentukan maju tidaknya
atau berkembangnya suatu organisasi, karena koordinasi dan kerjasama akan berjalan
dengan baik apabila dipimpin oleh pimpinan yang bijaksana, pimpinan juga tidak

mungkin berjalan sendiri tanpa ada yang membantu. Pada kantor

terdapat pejabat struktural, pejabat struktural ini yang a

terhadap jalannya program kerja pada Kantor Kelurahan g
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Berikut ini akan disajikan data pada tabel

jabatan struktural yang ada pada Kantor Kelurahan Pol;



TABEL S
SUSUNAN PEGAWAI KELURAHAN POLEHAN
BERDASARKAN PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL

TAHUN 2009
No. Jabatan Golongan Tingkat Pendidikan

1 | Lurah I11/d S1

2 | Sekretariat 111/d S1

3 | Kasie Pemerintahan, Ketentraman & IIl/c SLTA
Ketertiban Umum

5 | Kasie Pemberdayaan Masyarakat 111/d S1
Kelurahan

6 | Kasie Kesejahteraan Sosial /b S1

7 | Kasie Pelayanan Umum Il/c SLTA

Sumber Data: Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Polehan, Tahun 2010

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa pegawai Kelurahan Polehan
yang menduduki jabatan struktural rata-rata berpendidikan tinggi dengan golongan
yang berbeda-beda. Dari tujuh pegawai yang menduduki jabatan struktural, ada dua
pegawai yang berpendidikan SLTA yaitu Kasie Pemerintahan, Ketentraman &
Ketertiban Umum yang mempunyai golongan I1I/c dan Kasie Pelayanan Umum yang
mempunyai golongan IIl/c. Sedangkan pegawai lain memiliki pendidikan setingkat
yaitu Sarjana (S1) diantaranya adalah Lurah yang memiliki golongan I11/d, Sekretaris
Lurah yang mempunyai golongan I11/d, Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(PMK) vyang mempunyai golongan III/d, dan yang terakhir adalah Kasie
Kesejahteraan Sosial yang mempunyai golongan I1I/b.

b. Keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

Golongan dan pangkat merupakan kedudukan yang m
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seorang PNS dan rangkaian susunan kepegawaian yang 4

penggajian serta pengangkatan dalam suatu jabatan

pegawai dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan ma

kepangkatan terdiri dari golongan I sampai dengan gg

memiliki golongan IV memiliki jabatan strukt

pemerintahan seperti Camat.
Berdasarkan dari data yang tersedia, jumlah pg

golongan pada Kelurahan Polehan dapat dilihat pada tabe



TABEL 6
DAFTAR PEGAWAI KELURAHAN POLEHAN
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

TAHUN 2009
No. Pangkat Golongan Jumlah (Orang)

1 | Penata Tingkat I m/d 3
2 | Penata II/c 2
3 | Penata Muda Tingkat I /b 1
4 | Penata Muda I1/a 1
5 | Pengatur Tingkat I Im/d 1
6 | Pengatur Muda II/a 2
7 | Juru Tingkat I I/d 1

Jumlah Total 11

Sumber : Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Polehan Tahun 2010

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa klasifikasi susunan
kepangkatan dan golongan dari pegawai Kelurahan Polehan yaitu golongan II1/d
sebanyak 3 orang, golongan Ill/c sebanyak 2 orang, golongan III/b sebanyak 1 orang,
golongan IIl/a sebanyak 1 orang, golongan II/d sebanyak 1 orang, golongan Il/a
sebanyak 2 orang, serta golongan I/d sebanyak 1 orang. Kondisi ini menunjukkan
bahwa kepangkatan pegawai yang tertinggi yang terdapat pada Kelurahan Polehan
adalah Penata Tingkat I dan yang terendah adalah Juru Tingkat I. Sedangkan jumlah
pangkat yang terbanyak adalah Penata Tingkat I yang terdiri dari 3 orang, dan jumlah
yang paling sedikit adalah rata antara Penata Muda Tingkat I, Penata Muda, Pengatur

Muda Tingkat I, dan Juru Tingkat yang masing-masing berjumlah_l or

dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai yang ada memp
dengan beban tugasnya sehingga tidak ada kendala yag

tugas dan pencapaian tujuan organisasi yang diharapkgg
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c. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai akan berpengaruh terhadap penyelesaian berbagai
tugas dan pekerjaan yang diemban oleh setiap pegawai karena pendidikan merupakan
syarat penting bagi seorang pegawai untuk menambah pengetahuan dan pengalaman,
oleh karena itu jenis pekerjaan yang diberikan pada setiap pegawai harus disesuaikan
dengan kualifikasi pendidikan dari pegawai yang bersangkutan.

Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai Kelurahan Polehan akan disajikan
dalam tabel 2 berikut ini :

TABEL 7
DAFTAR PEGAWAI KELURAHAN POLEHAN BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2009
No. Pendidikan Jumlah ( Orang ) %
1 SD 2 18%
2 | SLTP - -
3 SLTA / SMK 5 46%
4 | D3/ Diploma - -
5 STPDN - -
6 | S1/Sarjana 4 36%
7 | S2/ Magister - -
Jumlah Total 11 100%

Sumber Data : Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Polehan, Tahun 2010

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa pendidikan dari pegawai

diharapkan pegawai dapat menyelesaikan tugas dina %caREG‘S T@ED 6¢
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Dari informasi yang diperoleh dari Bapak Eddy selaku Kasie Pelayanan Umum di
Kelurahan Polehan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang ada
sekarang ini sudah lumayan memenuhi kebutuhan, akan tetapi tentunya masih perlu
ditingkatkan derajat profesionalitasnya dalam pengembangan karier dimasa

mendatang.

4. Visi dan Misi

Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No.11 Tahun 2000 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang.

Misi

e Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama dan nilai sosial budaya
yang tumbuh berkembang dalam masyarakat;

e Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan secara
berkesinambungan melalui perbaikan sistem dan prosedur pelayanan;

e Memberdayakan golongan ekonomi lemah dalam menghadapi krisis
ekonomi dan arus globalisasi;

e Membudayakan budaya tertib hukum sampai pada tingkat institusi dan
masyarakat lapisan terbawah;

e Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui
intensifikasi potensi di daerah;

e Memperbaiki kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran

masyarakat dan pengendalian pembuangan limbah igdust,

tangga.
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S. Tugas dan Fungsi Pegawai Kelurahan Polehan

Lurah

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan
melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberika

oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kelurahan
Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi
umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta
kearsipan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris
Kelurahan mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
(Renja);
2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
. Penyusunan Penetapan Kinerja (PA);
. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

. Pelaksanaan administrsi dan pembinaan pegawai;

. Pengelolaan anggaran dan retribusi;

3
4
5
6. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kepustakaan;
7
8
9

. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayargn g3

13. Pelaksanaan fasilitasi pengukiran Inde

dan/atau pelaksanaa pengumpulan pend

14. Penyampaian data hasil pembangunan 9 rmasi lainnya terkait
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15.
16.

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas

pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, Seksi

Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1.

R o

10.

11

13

14.
15.

. Pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasa

Penyusunan rencana program dan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban umum di tingkat Kelurahan;

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan;
Penyusunan monografi Kelurahan;

Pelaksanaan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
Penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan,;

Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan;

Pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan;

Pelaksanaan pemberian pengantar untuk pemberian pertimbangan teknis

ijin keramaian di wilayah Kelurahan;

. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perijinan di wilayah Kelurahan;

12.

Pemantauan terhadap perkembangan kegiatan Pedagang Kakj

di wilayah Kelurahan,;

maupun kelompok masyarakat di tingkat Kel Qf,(/
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Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan melaksanakan tugas
pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di penjelasan diatas,

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan di tingkat Kelurahan;

2. Pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan di Kelurahan;

3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang pemberdayaan
masyarakat;

4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan
perburuhan di wilayah Kelurahan;

5. Penyusun profil Kelurahan;

6. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian,
perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil
Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah di wilayah kerjanya;

7. Pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;

8. Fasilitasi pengajuan proyek — proyek pembangunan oleh masyarakat;

9. Pelaksanaan pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya;

10. Pemberian pengantar pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau
pedagang kaki lima;

11. Pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas ling
pemukiman;

12. Pengkoordinasian kegiatan kelompok jabatan g

13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugl

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ole

fungsinya.
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Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan

sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan masyarakat di Kelurahan.

Untuk melaksanakan pokok tugas seperti yang dimaksud diatas, Seksi

Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

1.

10.

11

13

Penyusunan rencana program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di
tingkat Kelurahan;

Pelaksanaan program bidang kesejahteraan rakyat;

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan
masyarakat;

Pelaksanaan pemberian bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olah
raga, serta peningkatan peranan perempuan;

Pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan,
kesenian dan kesehatan masyarakat;

Pemantauan dan pelaporan terjadinya kerawanan sosial, wabah penyakit
menular dan kesehatan masyarakat;

Pelaksanaan administrasi dan pemberian pertimbangan teknis nikah, talak,
cerai dan rujuk (NTCR);

Pelaksanaan pemberian pengantar bepergian haji,

Pelaksanaan pemberian keterangan kelahiran dan kematian;

Pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;

. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial;

12.

Pendataan masalah kesejahteraan sosial;

. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

14.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesug

fungsinya.
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Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian

urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi

Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1.

10.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam sysung
atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa
sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tud
bidang tenaga fungsional masing-masing sesu
perundang-undangan. Jumlah dari tenaga fungsiona
beban kerja, sedangkan jenis dan jenjang tenaga

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan rencana program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan
umum di tingkat Kelurahan;

Pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa pemberian pengantar
penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga dan

keterangan penduduk lainnya;

. Pelaksanaan pemberian pengantar dan legalisasi surat atau surat

keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
Pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan

Catatan Kepolisian (SKCK);

. Pelaksanaan pemantauan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;
Pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah
kerjanya,

Pelaksanaan administrasi kependudukan;

Pengelolaan pengaduan masyarakat;

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan

fungsinya.




B. Data Fokus Penelitian
1. Kemampuan Aparatur Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada

Masyarakat

a. Hubungan kerjasama dalam melaksanakan tugas

Hubungan kegiatan pemerintahan semakin lama terasa kian bertambah rumit
dari kompleks permasalahan yang dihadapi. Untuk menghadapi setia permasalahan
yang timbul diperlukan sikap dan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh agar
tidak memberikan dampak yang negatif terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
di lapangan.

Suatu kegiatan atau pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik apabila terdapat
adanya kerjasama yang melibatkan peran serta dan bantuan orang lain. Hal ini juga
dirasakan oleh Pemerintah Kelurahan Polehan. Dalam rangka mencapai hasil kerja
yang secara optimal, mutlak diperlukan adanya hubungan kerjasama antar sesama
peawai maupun dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan
Bapak Dedy Indrawan selaku Sekretaris Lurah yang menyatakan:

“Dalam organisasi Pemerintah Kelurahan Polehan telah ada mekanisme
hubungan kerjasama yang jelas, baik itu dalam hubungan perintah maupun hubungan
pertanggungjawaban. Khusus pelayanan administrasi surat nikah, talak, cerai dan
rujuk (NTCR), dan surat keterangan kelahiran dan kematian ditangani oleh pegawai di
bidang Kesejahteraan Masyarakat (Seksi Kesra), bidang pemerintahan ini dipimpin
oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kelurahan. Namun demikian mekanisme hubungan kerja tersebut tidak bersifat kaku
dan statis tapi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada”. (Hasil wawancara
peneliti dengan Sekretaris Lurah tanggal 9 Februari 2010 di tempat kerjanya).

Untuk menciptakan kondisi tersebut diperlukan adanya keluwesan dalam

pelaksanaan tugas yang harus diselesaikan, dengan kata lain tidak terlalu kaku dengan

aturan-aturan dan rutinitas kerja, serta dengan tetap mengutamaka

masyarakat.
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Dengan menyimak beberapa keterangan tersebut dapat diketahui bahwa untuk
menghindari adanya kekakuan dan penumpukan tugas diperlukan adanya keluwesan
dan kerjasama antar pegawai, akan tetapi dengan tidak mengabaikan mekanisme kerja

yang telah ada atau ditentukan.

b. Semangat kerja yang dimiliki pegawai

Semangat baru yang dimiliki oleh pegawai membawa konsekuensi terhadap
diperlakukannya kepekaan-kepekaan kerjasama dalam rangka tetap terjalinnya satu
kesatuan dalam upaya membangun negara dan bangsa Indonesia dalam konteks
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sesuai dengan tugas dan
fungsi pemerintahan sebagai pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya diperlukan
sutu pemerintahan yang tidak lain adalah untuk membentuk suatu sistem yang sehat
dan kondusif bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kepentingan
masyarakat. Maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut harus dibutuhkan adanya
kinerja pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas pekerjaan yang menjadi
tanggungjawabnya. Salah satu indikator yang juga digunakan untuk mengukur kinerja
tersebut adalah dengan adanya semangat kerja. Kenapa demikian? Karena semangat
kerja berkaitan langsung dengan individu pegawai yang menyangkut sikap, dan
perasaan pegawai berupa kesediaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara ikhlas
guna mencapai keberhasilan yang telah menjadi tujuan bersama.

Kesanggupan untuk bekerjasama antar anggota dalam suatu organisasi
manapun merupakan suatu keharusan dan merupakan konsekuensi saat memasuki dan
menjadi anggota organisasi tersebut. Jadi dengan kata lain apabila seseorang sudah

masuk dalam suatu organisasi, maka sewajarnya harus mematuhi dan bertindak atas

nama organisasi yang telah mempunyai ketentuan-ketentuan dan

yang telah ditetapkan.
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Pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan Bapak Dedy Indrawan ST.MT
selaku Sekretaris Kelurahan tanggal 9 Februari 2010 yang mengatakan bahwa :

“Semua pegawai yang duduk / yang bekerja di kantor Kelurahan ini saling
membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahkan pegawai yang
lain yang bukan bidangnya ikut saling membantu dikala pemohon pelayanan benyak
berdatangan dikantor ini. Biasanya jenis pelayanan benyak diminta oleh masyarakat
di kantor ini salah satunya adalah Kartu Susunan Keluarga (KK/KSK). Pelayanan
tersebut ditangani oleh pegawai dibidang pelayanan umum (Seksi Pelayanan Umum),
namun apabila pegawai di bidang pelayanan umum ini semuanya sibuk dikarenakan
banyaknya pemohon atas pelayanan ini, maka pegawai di bidang lainnya seperti
pegawai di bidang kesejahteraan masyarakat ikut membantunya”. (Hasil wawancara
peneliti dengan Sekretaris Kelurahan tanggal 9 Februari 2010 di ruang kerjanya).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa adanya sikap saling
memahami diantara para pegawai dalam menjalankan tugasnya meskipun tidak
mendetail dan teknis dapat menunjukkan para pegawai mempunyai rasa senasib
sepenanggungan sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kemauan dan kesediaan
untuk saling membantu apabila banyak tugas yang harus diselesaikan. Hal ini
tentunya dapat mendorong gairah kerja pegawai agar lebih meningkat dan pada
akhirnya dapat membantu kelacaran pelaksanaan tugas. Hasil dari pelaksanaan tugas
tersebut merupakan bukti bahwa semangat kerja pegawai kelurahan cukup tinggi.

Apabila melihat kegiatan para pegawai di bidang pemerintahan ini dapat
dikatakan bahwa sebagian besar mereka mempunyai tugas yang dilakukan secara
rutin, berikut petikan wawancara peneliti dengan Bapak Joko Supiyoto selaku Kasie
Pemerintahan, bahwa :

“Kegiatan setiap hari kami disini adalah melayani masyarakat yang
memerlukan pelayanan dan bagi saya khususnya di bidang kesejahteraan masyarakat
yang salah satunya adalah melayani administrasi dari surat nikah, talak, cerai dan
rujuk (NTCR) dan juga surat keterangan kelahiran dan kematian seperti yang sudah
difokuskan pada penelitian skripsi saudara, hal ini merupakan pekerj AN
kewajiban yang harus kami lakukan sebagai abdi masyarakat, jadi
memberikan pelayanan seperti ini kepadamasyarakat yangies
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c¢. Kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas

Dengan mengevaluasi kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan dalam
memberi pelayanan kepada masyarakat, dapat ditarik beberapa segi positifnya antara
lain adalah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam
menjalankan pelayanan kepada masyarakat, dan menumbuhkan inovasi pelayanan
kepada masyarakat pada masing-masing unit pelayanan, serta dapat menciptakan
hubungan timbal balik antara masyarakat dengan para pegawai dalam segala bentuk
penyelenggaraan pelayanan tugas-tugas yang berhubungan dengan warga masyarakat.

Sejalan dengan kemajuan jaman dan dinamika perkembangan kehidupan
masyarakat mengakibatkan semakin meningkat pula kompleksitas permasalahan dan
tuntutan masyarakat. Untuk mengimbangi laju perkembangan dan dinamika
kehidupan msyarakat yang demikian cepat, diperlukan seuatu pemerintahan yang
responsif, akomodatif, dan sensitif terhadap keperluan yang sangat beragam. Salah
satu pengaruhnya antara lain adalah ditempatkannya sumber daya manusia pada posisi
yang utama untuk mengukur suatu keberhasilan. Pembangunan yang dicanangkan
oleh pemerintah tidak hanya dititikberatkan kepada pembangunan yang secara fisik
saja, akan tetapi pembangunan yang meliputi perbaikan dan peningkatan Sumber
Daya Manusia (SDM), terutama perbaikan pada pegawai-pegawai pemerintahan,
dalam hal ini adalah pegawai pemerintah kelurahan akan memperbaiki mutu
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kabutuhan masyarakat.
Dengan begitu terpenuhilah kebutuhan masyarakat dan akan mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur.

Kemampuan pegawai Kelurahan Polehan dalam menjalankan tugasnya dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari kutipan wawancara

peneliti dengan Kasie Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban. Berikgt ini getikan

wawancara peneliti dengan Bapak Joko Supiyoto sela
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dihasilkan pegawai Kelurahan Polehan semakin meningkat. (Hasil wawancara dengan
Kasie Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban dan Kasie Kesejaheraan Sosial pada

tanggal 8 Februari 2010).

2. Kinerja proses pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh pegawai

Kelurahan kepada masyarakat

a. Prosedur Pelayanan

Untuk mempermudah proses pelayanan, diperlukan aturan yang jelas yang
tertuang pada prosedur yang berlaku dalam instansi tersebut. Prosedur pelayanan yang
tidak terlalu panjang dan mudah sangat diharapkan oleh pengguna jasa pelayanan.
Pada Kelurahan Polehan prosedur pelayanan yang diberikan sesuai pada aturan yang
berlaku. Prosedur pelayanan yang ada pada Kelurahan Polehan dapat dilihat dari
persyaratan dan tata cara pelayanan serta ketepatan waktu.

Senada yang diutarakan oleh Ibu Emie Nurwantari selaku Kasie Kesejahteraan
Sosial diruang kerjanya, bahwa :

“Prosedur pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kelurahan Polehan
dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada, dimana prosedurnya dimulai dari
pemenuhan persyaratan permohonan yang ada yang kemudian diserahkan pada
petugas untuk diproses lebih lanjut”. (Hasil wawancara peneliti dengan Kasie
Kesejahteraan Sosial tanggal 16 Februari 2010 di ruang kerjanya).

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Yudo selaku pengguna jasa dalam kesempatan
wawancara tanggal 16 Februari 2010 di ruang tunggu :

“Prosedur pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kelurahan Polehan
dilakukan melalui proses pemenuhan persyaratan oleh kami sebagai pemohon
pelayanan / pengguna jasa yang selanjutnya diproses dan kami tinggal mengambil
sampai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan aturan”. (Ha i 2
peneliti dengan masyarakat pemohon pelayanan tanggal 16 Feb
kelurahan).
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PROSEDUR PEMBUATAN SURAT NTCR
(NIKAH, TALAK, CERAI RUJUK)

Gambar 3
Surat Nikah
Pemohon .| Ketua RT/RW
setempat
KUA / Kantor Kantor
Catatan Sipil - |« Kelurahan
selesai Polehan

Sumber : Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Polehan Tahun 2010

Berdasarkan gambar diatas, prosedur pembuatan surat Nikah yaitu dengan
pemohon datang kepada Ketua RT / RW untuk meminta surat pengantar dan blangko,
tergantung dari jenis pengurusan surat, terkadang pemohon tidak memerlukan izin
tertulis dengan catatan Ketua RT / RW telah mengetahui dan mengijinkan secara lisan
sebelumnya. Setelah meminta surat pengantar yang bertanda tangankan RT / RW,
pemohon datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa surat pengantar tadi beserta

berkas-berkas yang diperlukan antara lain:

1. KTP
2. Kartu Keluarga (KK)
3. ljazah

4. Kartu Akte Kelahiran
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Gambar 4

Surat Talak/Cerai/Rujuk
Pemohon .| Ketua RT/RW
g setempat
Pengadilan - | KUA /Kantor |, Kantor
selesai A Catatan Sipil | Kelurahan
Polehan

Sumber : Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Polehan Tahun 2010

Berdasarkan gambar diatas, sama halnya dengan prosedur awal surat Nikah
bahwa pemohon datang kepada Ketua RT / RW untuk meminta ijin atau
menandatangani surat pengantar yang kemudian dibawa ke Kantor Kelurahan untuk
diproses ke tahap berikutnya, pemohon pelayanan membawa surat tersebut beserta

persyaratan-persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. KTP

2. Kartu Keluarga (KK)

3. ljazah

4. Kartu Akte Kelahiran

5. Kartu Nikah Legalisir KUA/Catatan Sipil

Setelah pemohon menyerahkan persyaratan-persyaratan diatas kepada petugas

Kelurahan untuk diproses lebih lanjut, pemohon dapat melanjutkan pengurusan surat
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Gambar S

Surat Kelahiran dan Kematian :

Pemohon .| Ketua RT/RW
g setempat
Kantor
Kelurahan

Polehan - selesai

Sumber : Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Polehan Tahun 2010

Untuk mengurus surat keterangan Kelahiran dan Kematian prosedur yang
harus dilakukan oleh pemohon awalnya adalah melapor atau meminta perijinan
terlebih dahulu kepada Ketua RT / RW setempat. Setelah mendapatkan pengantar dari
RT / RW pemohon datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa juga persyaratan-
persyaratan sebagai berikut ini :

1. Kartu Keluarga (KK)
2. KTP (untuk surat kematian)
3. Kartu Akte Kelahiran (untuk surat kematian)

Setelah menyerahkan berbagai persyaratan tersebut pemohon dapat menunggu
sebentar di Kelurahan agar petugas dapat menyelesaikan proses pembuatan surat
sesuai keperluan dari pemohon. Setelah proses pembuatan surat selesai maka

pemohon dapat langsung mengambil hasilnya saat itu juga.
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i { ai RE% -

@\)sedur yang ideal@@
Qrtu_mampu_dan_cocok 6}

’ dl!r? Enc}iqgalan suag D 7

diketahui / disimpulkan bahwa suatu pekerjaan tentunya

penyelesaiannya dengan melalui perencanaan yang bai

Akan tetapi prosedur yang ideal untuk saat ini bg

digunakan selama-lamanya. Jadi penyempurnaan da




waktu, uang dan ruang melainkan untuk meningkatkan semangat dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan.

Dalam pelaksanaan sehari-hari, prosedur yang telah ditetapkan tersebut
kadang kala sering dilanggar oleh masyarakat sehingga masyarakat harus kembali
karena tidak membawa kelengkapan syarat atau surat-surat yang telah disepakati
tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Emie Nurwantari
selaku Kasie Kesejahteraan Sosial Kelurahan Polehan, bahwa :

“Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan di kelurahan ini, terlebih
dahulu harus melengkapi persyaratan yang diperlukan dan telah ditetapkan. Tanpa
persyaratan yang lengkap, maka pelayanan tidak akan dilaksanakan. Seringkali
masyarakat yang datang meminta pelayanan kurang memenuhi persyaratan yang ada
sehingga mereka harus bolak-balik ke kantor sampai persyaratan tersebut benar-benar
lengkap. Hal yang seperti ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat
akan prosedur pelayanan”. (Hasil wawancara peneliti dengan Kasie Kesejahteraan
Sosial Kelurahan Polehan tanggal 16 Februari 2010 di ruang kerjanya).

Proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selalu berorientasi pada
prosedur dan aturan-aturan yang telah disepakati atau ditetapkan.

Sebagai bahan perbandingan berikut ini peneliti menyajikan data hasil
wawancara peneliti dengan warga masyarakat di Kelurahan Polehan yang menyatakan
sebagai berikut :

“Sebelum mendapatkan pelayanan di kantor kelurahan, saya terlebih dahulu
harus mengurus persyaratan lain yang harus dipenuhi seperti mengurus surat
pengantar dari RT/RW yang kemudian distempel dan ditandatangani oleh Ketua
RT/RW, apabila saya belum mempunyai surat tersebut maka saya tidak akan dilayani,
karena ketentuannya memang demikian. Hal tersebut sebenarnya ditujukan agar
proses pelayanan menjadi lebih tertib, tepat dan teratur dalam penyelesaiannya”.
(Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iswardi tanggal 16 Februari 2010 di
halaman Kelurahan Polehan).

b. Waktu Pelayanan
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yang dibebankan kepadanya. Untuk itu diperlukan adanya pegawai yang terampil,
cakap, berkualitas, berwawasan luas, dan berdedikasi tinggi serta bertanggungjawab,
sehingga mereka akan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sajikan data hasil wawancara peneliti
dengan Ibu Emie selaku Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa :

“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pegawai Kelurahan
berusaha untuk menyelesaikan secara cepat dan tidak terlalu lama dengan catatan
berkas yang menjadi persyaratan administrasinya harus lengkap. Memang kadangkala
dalam proses pelayanan terjadi kelambanan dalam penyelesaiannya. Hal tersebut
terjadi karena masih saja ditemui ketidaklengkapan dari berkas-berkas persyaratan
yang seharusnya dipersiapkan oleh pemohon pelayanan sehingga pegawai Kelurahan
harus meminta lagi yang bersangkutan untuk membawa atau melengkapi terlebih
dahulu seluruh berkas yang diperlukan”. (Hasil wawancara peneliti dengan Kasie
Kesejahteraan Sosial tanggal 16 Februari 2010 di ruang kerjanya).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sepintas memang alasan keterlambatan
proses pelayanan diatas dapat diterima dan dibebankan apabila penyebab dan
keterlambatan berasal dari kesalahan atau keteledoran masyarakat sendiri. Untuk lebih
membuktikan kebenaran tersebut maka peneliti perlu mengadakan wawancara dengan
warga masyarakat di Kelurahan Polehan agar data yang diperoleh sesuai dengan
keadaan yang ada di lapangan.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan warga masyarakat di Kelurahan
Polehan yang menyatakan bahwa :

“Sebenarnya proses-proses pelayanan administrasi yang diberikan oleh
pegawai Kelurahan seperti dalam melayani pengurusan KTP, KK, dan yang lainnya
termasuk cukup singkat waktunya, dengan catatan syarat-syarat yang dibutuhkan
untuk pengurusan sudah lengkap”. (Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iswadi
tanggal 16 Februari 2010 di kantor Kelurahan).

Berdasarkan hasil wawancara di atas nampak bahwa kecqis
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Waktu pelayanan yang diperlukan dalam penyelesaian pelayanan adalah
berbeda-beda. Waktu penyelesaian yang paling cepat adalah pelayanan surat
keterangan kelahiran dan kematian yang dapat langsung diselesaikan pada saat itu
juga (1 hari). Beda dengan pelayanan surat nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR) yang
membutuhkan waktu lebih dari 1 hari yang tergantung pula dengan jenis permohonan
yang diminta, apakah itu keperluan surat nikah atau cerai dan selanjutnya. Waktu
penyelesaian surat NTCR juga relatif tergantung kinerja dari KUA atau Kantor
Catatan Sipil dikarenakan pemohon pelayanan menerima hasil akhir dari suratnya

melalui kantor-kantor tersebut.

c. Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan
apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara
pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Kelurahan teleh menetapkan biaya untuk setiap jenis pelayanan.
Berikut ini kami sajikan data mengenai biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat
dalam penyelesaian proses pelayanan surat nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR) dan
Surat keterangan Kelahiran dan Kematian yang diberikan kepada masyarakat :

TABEL 8
BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM PENGURUSAN SURAT
NTCR, DAN KETERANGAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN

No. Jenis Pleayanan Biaya
1 | Surat Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) | - Surat Nikah biayanya adalah
Rp.25.000,00

¥ biayanya adalah

REGISTER

2 | Surat Kelahiran dan Kematian

Sumber : Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Polehd?




Dari tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa biaya pelayanan yang harus
ditanggung oleh pemohon adalah berbeda-beda. Terkecuali surat nikah, untuk surat
talak, cerai, rujuk maupun keterangan kelahiran dan kematian, pihak Kelurahan tidak
menarik biaya atas pelayanan tersebut tapi untuk surat nikah memang diperukan biaya
sebesar Rp.25.000 (duapuluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan pengurusan
administrasi surat.

Biaya pelayanan tang telah ditetapkan ini adalah standard, seperti yang telah
disampaikan oleh Kasie bagian Kesejahteraan Sosial yang mengatakan bahwa :

“Saya rasa biaya pelayanan yang harus ditanggung oleh masyarakat pemohon
pelayanan surat NTCR ataupun untuk surat kelahiran dan kematian ini adalah standar
dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Terlebih lagi diantara pelayanan tersebut
kami tidak menarik biaya kecuali dalam pengurusan surat nikah yang memang
memerlukan biaya Rp.25.000 untuk administrasinya. Namun tidak dapat dipungkiri
bahwa murah mahalnya biaya pelayanan itu tergantung tingkat pendapatan setiap
orang yang berbeda-beda. Akan tetapi selama ini belum ada keluhan masyarakat
tentang biaya pelayanan yang harus ditanggung oleh masyarakat pemohon pelayanan.
(Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Emie Nurwantari selaku Kasie Kesejahteraan
Sosial Kelurahan Polehan di ruang kerjanya tanggal 16 Februari 2010).

3. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan
fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama / pembantu dalam melaksanakan
pekerjaan. Fungsi sarana dan prasarana pelayanan (Moenir. 2001, h.88) antara lain
adalah :
e Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat
menghemat waktu,

e Meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa;

e Kualitas produk yang lebih baik / terjamin;
e Ketepatan susunan stabilitas ukuran terjamin;

e Lebih mudah atau sederhana dalam gerak | akunya
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Ketersediaan akan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan guna
memudahkan kelancaran pegawai juga tidak dapat dipungkiri memiliki peranan
penting, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Joko Supiyoto selaku Kasie
Pemerintahan yang mengatakan bahwa :

“Tidak dapat dipungkiri apabila sarana dan prasarana kerja memang sangat
dibutuhkan guna kelancaran pekerjaan. Karena tanpa adanya fasilitas bukan tidak
mungkin akan menghambat proses pelayanan. Mengenai sarana dan prasarana
pelayanan yang ada di kantor kami ini saya rasa sudah cukup memadai untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di kantor ini tersedia 3 (tiga) buah
komputer dan 1 (satu) buah printer yang digunakan salah satunya untuk melayani
administrasi surat nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) dan pemberian surat
keterangan kelahiran dan kematian. Sarana ini mendukung proses pelayanan yang
kami berikan kepada masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Bapak Joko Supiyoto
selaku Kasie Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban Umum pada tanggal 8
Februari 2010).

Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan tersebut tentunya sangat
diperlukan oleh Kantor Kelurahan ini sebagai satuan kerja pegawai Pemerintah agar
proses bekerja dapat berjalan dengan lancar.

Berikut ini adalah daftar sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki oleh

kantor Kelurahan Polehan yang akan disajikan pada tabel berikut ini :

TABEL 9
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
KANTOR KELURAHAN POLEHAN

TAHUN 2010
No | Nama/Jenis Barang Bahan Asal/Cara Satuan Jumlah
Perolehan
1 | Tanah Swadaya
2 | Kantor Kelurahan Pembelian
3 | Mesin Ketik Besi
4 | Mesin Hitung Besi
5 | Rak Buku Besi
6 | Papan Nama Instansi Besi
7 | Papan Nama Hansip Kayu
8 | Papan Korpri Kayu
9 | Papan Pengumuman Kayu




10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

34
35
36
37
38
39
40
41
42

Papan Tulis
Lemari Buku
Rak Buku
Meja Tulis
Meja Podium
Meja Panjang
Kursi Tamu
Kursi Putar
Kursi Kayu
Kursi Plastik
Kursi Pemekel
Bangku

Kursi Sprintal
Piring Makan
Jam Mekanis
Mesin Potong Rumput
Amplifier
Telepon
Speaker

Tape Recorder
Box Telepon
Mk. Korpri
Foto Walikota
Pahatan Kayu
Gambar Presiden
Lambang Garuda
Piala

Trophy

Piring Grafir
Mesin Hitung
Bangku Beton
TV

Kursi Plastik

Kayu
Kayu
Kayu
Kayu
Kayu
Kayu
Kayu
Besi
Kayu
Plastik
Besi
Campuran
Kayu
Gelas
Fiberglass
Besi
Besi
Fiberglass
Campuran
Besi
Fiberglass
Campuran
Campuran
Kayu
Kayu
Kayu
Campuran
Campuran
Gelas
Besi
Beton
Besi

Plastik

Pembelian
Pembelian
Bantuan
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian

Pembelian




43 | Filling Kabinet Besi Pembelian Buah 4
44 | Meja Kantor Kayu Pembelian Buah 1
45 | Komputer Besi Pemkot Buah 1
46 | Printer Plastik Pemkot Set 1
47 | Mesin Ketik Besi Pemkot Buah 1
48 | HT Besi Pemkot Buah 1
49 | Sepeda Motor Besi Pemkot Unit 1
50 | Komputer Pentium IV Besi Pemkot Unit 1
51 | TV 147 Besi Pembelian Unit 1
52 | Kursi Kayu Pemkot Buah 1
53 | Meja Kayu Pemkot Buah 2
54 | Kipas Duduk Plastik Pembelian Set 1
55 | Meja Komputer Kayu Pemkot Buah 1
56 | Lemari Susun Kayu Pemkot Set 1

Sumber : Kasie Bagian Pelayanan Umum, Tahun 2010

4. Kemanfaatan dari pelayanan yang diberikan

Kemanfaatan yang dimaksud disini adalah bagaimana hasil akhir atau produk
pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kelurahan Polehan dapat bermanfaat bagi
kedua pihak, baik para pegawai kelurahan yang memberikan pelayanan maupun bagi
masyarakat sebagai pemohon pelayanan.

Hasil pelayanan yang bermanfaat / berguna bagi masyarakat sebagai pemohon
pelayanan di kelurahan juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan semangat kerja
dan akhirnya juga pada kualitas kinerja para pegawai di Kelurahan Polehan, hal
tersebut dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut ini yang mengemuydgakanabahwa
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S. Akurasi produk pelayanan

Keakuratan dari sebuah produk pelayanan sangat berpengaruh terhadap
penilaian kinerja dari pegawai yang bersangkutan. Karena, akurasi dari produk yang
dihasilkan juga merupakan salah satu rumusan awal yang sebelumnya telah
direncanakan oleh suatu organisasi dalam hal ini adalah Kelurahan Polehan.

Tingkat akurasi dari produk layanan yang diberikan oleh pegawai kelurahan
juga menjadi nilai ukur atas pencapaian kinerja dari pegawai yang tentunya juga
berdasarkan atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

Hasil yang memuaskan dari pelayanan para pegawai juga berpengaruh besar
terhadap masyarakat sebagai pemohon pelayanan, dimana hasil yang memuaskan
akan membuat masyarakat akan percaya dan yakin kepada pegawai kelurahan bahwa
kinerja mereka memang berkualitas dan penuh tanggungjawab. Hal ini didukung
kebenarannya oleh salah seorang warga Kelurahan Polehan yang diwawancarai oleh

peneliti pada saat beliau datang ke kantor kelurahan, yaitu :

“Menurut saya pelayanan di kelurahan ini baik sekali, selain waktu
penyelesaiannya yang cepat dan tidak berberlit-berlit hasilnya juga memuaskan dan
sesuai dengan data-data yang saya berikan apa adanya. Dengan begini saya tidak ragu
lagi untuk mempercayakan pengurusan surat-surat penting kepada pegawai-pegawai
di kelurahan ini” (Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Susanto tanggal 16
Februari 2010 di ruang tunggu kantor Kelurahan polehan).

C. Analisis dan Interpretasi Data
1. Analisa Terhadap Kemampuan Aparatur Kelurahan dalam memberikan

pelayanan kepada Masyarakat

a. Hubungan Kerjasama Dalam Melaksanakan Tugas
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suatu hal yang tidak kalah pentingnya yang harus dip %
| ) &
Kelurahan Polehan adalah kerjasama dalam pelaksanaa , dengan maksud agar @(S‘
7

tidak terjadi penumpukan dan keterlambatan dala

ESREGISTERED %
urusan, disamping itu juga diperlukan adanya kel § Qalam k“%‘éﬁ §%Nn

disepakati bersama.

han yang daAamD hg§i ellyagh
% WATERMARK £

ﬁe%tsama merupakan (9
. . . e
ZInt-driY

dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan yang te

Kelancaran penyelenggaraan kegiatan peme

pemerintahan Kelurahan Polehan dapat terlaksana

adanya hubungan kerjasama dalam penyelesaian t




rangkaian perbuatan yang harus dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari
satu orang yang menimbulkan akibat yang sebetulnya tidak akan terjadi, apabila
dikerjakan oleh masing-masing individu secara sendirian. Maka dapat dikatakan
bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, organisasi pemerintah akan
berkaitan dengan perihal tentang bagaimana mewujudkan kerjasama yang harmonis
antara pegawai pemerinah serta mengupayakan adanya hubungan yang efektif antara
pegawai yang satu dengan yang lain.

Dari beberapa uraian yang telah penulis kemukakan terlihat bahwa pentingnya
hubungan kerjasama dan keluwesan dalam penyelesaian suatu tugas, hal ini
dinaksudkan agar masyarakat dapat merasa puas dengan proses pelayanan yang akan
atau telah diberikan oleh pihak pegawai pemerintahan, sehingga tugas pemerintah

sebagai abdi masyarakat dapat terwujud.

b. Semangat kerja yang dimiliki pegawai

Semangat kerja ini berkaitan dengan tingkat kesanggupan seorang pegawai
dalam setiap kali melaksanakan perkerjaan yang diembannya, oleh sebab itu semangat
kerja ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan kerja seorang pegawai. Dalam hal ini
sangat diperlukan adanya suatu kerjasama yang baik antara pegawai yang satu dengan
pegawai yang lainnya agar tercipta suasana / lingkungan kerja yang baik dan akan
menciptakan suatu pemahaman terhadap suatu pekerjaan, dengan begitu akan
membawa dampak yang positif bagi terselesaikannya suatu pekerjaan.

Semangat kerja dair pegawai Kelurahan Polehan terlihat pada usaha-usaha
pegawai untuk menghasilkan pekerjaan yang semakin baik. Adapun definisi dari
semangat kerja itu sendiri adalah “tersedianya sikap kejiwaan dan perasaan yang

berupa kesediaan untuk melakukan usaha-usaha untuk mencapai tujuan e
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c. Kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas

Maksud dari kemampuan pegawai adalah ketangkasan dan kecakapan dari
pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu
apabila seorang pegawai mempunyai talenta yang bagus, maka secara otomatis akan
dapat mendukung dan mempercepat kemajuan sebuah Kelurahan terutama dalam
rangka otonomi daerah. Hal tersebut tentunya membutuhkan sember daya pegawai
berupa kemampuan pegawai yang secara minimal memadai. Kemampuan pegawai
tersebut biasanya diperoleh dari berbagai pendidikan dan pelatihan yang telah
dilaluinya, baik itu pendidikan formal maupun non formal, dan ada juga yang
didapatkan dari pengalaman kerja. Pendidikan khusus juga merupakan alternatif lain
yang diperoleh oleh seorang pegawai untuk enambah ilmunya dalam bidang
pemerintahan. Namun pendidikan khusus tersebut tidak bisa diperoleh semua pegawai
yang ada di sebuah pemerintah Kelurahan, hanya pegawai tertentu saja yang
mendapatkan pendidikan kusus tersebut yaitu Sekretaris Kelurahan. Secara langsung
maupun tidak langsung hal tersebut akan membawa dampak yang baik bagi kinerja
pegawai Kelurahan terutama di masa Otonomi Daerah.

Di era Otonomi Daerah ini dibutuhkan pegawai pemerintahan yang memiliki
kualifikasi dan kemampuan tertentu yang professional, karena itu dibutuhkan daya
dan upaya untuk membuat dan menempatkan pegawai secara tepat, hal tersebut
tentunya sangat memperhatikan kecocokan antara tuntuan pekerjaan dengan
kualifikasi kemampuan. Oleh sebab itu, tingkat kemampuan dari pegawai dalam
bekerja perlu dinilai atau dievaluasi kembali. Dari hasil penilaian atau evaluasi
tersebut akan bisa dilihat seberapa jauh peningkatan kualitas sumber daya manusia

yang dalam hal ini adalah pegawai Pemerintah Kelurahan.

2. Analisa terhadap proses pelaksanaan pelayanay
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat
diketahui bahwa prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh Kelurahan Polehan
sebenarnya sangat sederhana dan tidak berbelit-belit. Apabila ada masyarakat yang
sedang membutuhkan pelayanan, maka yang bersangkutan terlebih dahulu meminta
surat pengantar kepada Ketua RT atau lebih baiknya RW setempat, hal ini dengan
pertimbangan karena yang lebih mengetahui dengan pasti keberadaan masyarakat
tersebut adalah Ketua RT / RW setempat. Sehingga diharapkan tidak ada kesalahan
dalam pengisian data identitas, selain membawa surat pengantar dari RT / RW juga
diharuskan untuk membawa kelengkapan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh
pemohon pelayanan.

Sepintas memang terlihat bahwa prosedur pelayanan yang ditempatkan
nampak sulit dan berbelit-belit, akan tetapi sebenarnya tidak demikian apabila
masyarakat telah memenuhi kewajiban ataupun persyaratannya, maka prosedur
tersebut akan menjadi mudah dan tidak berbelit-belit. Memang kadang kala terjadi
keterlambatan yang disebabkan oleh tidak adanya pejabat yang berwenang menangani
surat tersebut, selain itu juga karena kurang lengkapnya persyaratan yang seharusnya
dibawa/dimiliki oleh masyarakat. Jadi, cepat atau tidaknya proses pelayanan
sebenarnya tidak hanya tergantung pada pihak Pemerintah Kelurahan saja akan tetapi
juga pada pihak warga masyarakat itu sendiri.

Pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang cepat,
mudah, dan murah, serta tidak berbelit-belit. Dengan kata lain dibutuhkan prosedur
penyelesaian urusan yang mudah dan tidak dipersulit serta dengan biaya yang tidak

membebani masyarakat atau seminimal mungkin.

b. Waktu Pelayanan
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pengurusan / pelayanan surat tersebut dapat langsung diselesaikan di kelurahan pada
saat itu juga dengan catatan pemohon pelayanan juga membawa lengkap berkas-
berkas yang diperlukan untuk pengurusan pelayanan. Seperti yang telah dijelaskan
pada bagian terdahulu juga bahwa keterlambatan dalam pengurusan pelayanan sering
/ dapat diakibatkan oleh ketidaklengkapan persyaratan yang dibawa oleh warga
masyarakat dan juga dikarenakan tidak adanya pejabat yang berwenang ditempat

untuk menyelesaikan urusan atas pelayanan surat-surat tersebut.

c. Biaya Pelayanan

Berdasarkan pada tabel 3, biaya administrasi yang harus ditanggung oleh
pemohon pelayanan adalah berbeda-beda. Biaya administrasi yang harus ditanggung
oleh pemohon pelayanan surat Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) adalah
Rp.25.000,- dengan pengecualian bahwa biaya tersebut diperuntukkan pelayanan
pembuatan surat nikah saja sedangkan untuk pembuatan surat talak, cerai, atau rujuk
tidak dipungut biaya atau gratis. Sama halnya dengan biaya untuk pelayanan
pembuatan surat keterangan kelahiran dan kematian dimana tidak dikenakan biaya
atau gratis.

Dari penyajian data-data terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya
pelayanan yang ditetapkan oleh Kelurahan Polehan dalam hubungannya dengan
pelayanan surat menyurat seperti surat nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR) surat
keterangan Kelahiran dan Kematian dapat dikatakan terjangkau oleh masyarakat, dan
sampai dengan sekarang ini masih belum ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang
menyangkut biaya peayanan yang harus ditanggung oleh mereka sebagai pemohon

peleyanan.

3. Sarana dan Prasarana
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pegawai kelurahan yaitu menjadi lebih cepat dan hasilnya juga lebih bagus. Dengan
tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai tersebut, proses pelayanan
di kantor Kelurahan Polehan dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Pelayanan
surat-menyurat yang diberikan oleh pegawai kelurahan seperti pelayanan surat nikah,
talak, cerai dan rujuk (NTCR) dan juga surat keterangan kelahiran dan kematian dapat
diselesaikan dengan mudah dengan waktu yang relatif cepat. Dengan adanya
komputer tersebut sangat membantu efisiensi dan efektivitas dari pelayanan di
Kelurahan Polehan.

Dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, maka
pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kelurahan Polehan jauh lebih baik
dibandingkan dengan sebelumnya yang menggunakan mesin ketik manual. Seperti
akhir-akhir ini, pelayanan yang berhubungan dengan surat-menyurat lainnya seperti
pengurusan surat pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Kartu Akte
Kelahiran (KAK) dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Selain waktu
pelayanan menjadi lebih cepat, dengan tersedianya komputer maka hasil pelayanan

juga menjadi lebih bagus.

4. Kemanfaatan dari pelayanan yang diberikan
Kemanfaatan atas produk atau pelayanan yang diberikan berhubungan juga
dengan kualitas dan akurasi produk tersebut, dimana berawal dari kinerja yang baik
menghasilkan suatu produk pelayanan yang akurat dan bermanfaat bagi yang
membutuhkannya sampai akhirnya dapat memberikan penilaian positif oleh
masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan berdasarkan hasil akhir / produk dari
pelayanan yang diberikan kepada mereka.
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5. AKurasi produk pelayanan

Akurasi produk pelayanan erat juga kaitannya dengan tolak ukur penilaian
suatu kinerja. Dari hasil pelayanan yang diberikan dapat dilihat sudah tercapai atau
belumnya program dari suatu organisasi dalam bertujuan meningkatkan kinerja
pegawainya. Masing-masing unit dari organisasi pun dapat mengukur dirinya sendiri
apakah sudah berhasil dalam melaksanakan tugasnya atau belum.

Di sisi lain, dengan kinerja yang jelas yang dapat ditunjukkan dalam tingkat
akurasi produk pelayanan, masyarakat dapat ikut memantau kinerja unit organisasi
tersebut. Karena dengan transparansi pengukuran juga menggambarkan akuntabilitas
kinerja unit organisasi tersebut kepada publik / masyarakat.

Tingkat akurasi produk layanan dari pegawai Kelurahan Polehan saat ini
sudah bisa dianggap baik, terlihat dari respons masyarakat yang puas terhadap
layanan yang diberikan dan tidak adanya komplain yang berarti. Dan tentunya
diharapkan pula agar para perangkat kerja Kelurahan Polehan untuk dapat
mempertahankan kinerja mereka yang sudah baik, dan jika memungkinkan untuk

meningkatkannya lagi.
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkapkan
dan diutarakan terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran seperti

yang dikemukakan di bawah ini.

1. Kinerja pegawai Kelurahan polehan menunjukkan bahwa pegawai Kelurahan
Polehan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang
ditandai dengan kinerja organisasi yang meliputi komunikasi dan hubungan
kerjasama antar pegawai dalam menyelesaikan tugas yang berjalan secara
efektif, serta kinerja individu yang meliputi semangat kerja pegawai dalam
melaksanakan tugasnya secara ikhlas guna mencapai keberhasilan, dan
kemampuan pegawai yang terbukti kompeten dalam melaksanakan tugas-
tugasnya,.

2. Kinerja yang baik dari para pegawai Kelurahan Polehan juga dapat dilihat dari
hasil akurasi produk pelayanan yang mereka berikan dan juga besarnya
manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat ditandai dengan meningkatnya
jumlah dari para pemohon pelayanan yang datang ke Kantor Kelurahan
Polehan setiap tahunnya.

3. Dalam pelayanan pengurusan bidang kependudukan khususnya pada surat
Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) maupun surat keterangan Kelahiran dan

Kematian, kinerja yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kelu

sudah berjalan secara optimal yang turut ditunjang

yang jelas, biaya pelayanan yang terjangkau khus

waktu penyelesaian pelayanan yang semakin @ﬁ/ berkat penggunaan (S‘/
| §seﬂE@£SaI§RED %
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unit-unit %BlﬂsSdW@

teknologi komputer dibandingkan dengan pelz
menggunakan mesin ketik manualdan jugd
kerja yang efisien sehingga dapat memperm

kelurahan untuk bekerja secara efektif.



B. Saran

Peran Kelurahan Polehan sangat penting dalam memberikan pelayanan publik /

masyarakat, oleh karena itu diperlukan juga untuk mengoptimalkan fungsi agar dapat

memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

Dengan berbagai kendala yang ada dari hasil penelitian dan pembahasan,

terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain untuk kemajuan pelayanan di

Kelurahan Polehan, maka peneliti menyarankan :

1.

Dalam bidang teknologi dan informasi di harapkan Kelurahan Polehan Malang
dapat lebih maju lagi dalam melakukan kegiatan pelayanan mereka dengan
mengunakan perangkat-perangkat yang cangih sehingga selain dapat
mempercepat dan mempermudah dalam pelayanan, publik dan para pegawai
menjadi lebih puas dan profesional dalam melakukan pelayanan publik itu
sendiri.

Kelurahan Polehan juga harus menambah jumlah sarana pendukung yang
mereka gunakan yaitu dengan menambah jumlah komputer yang selama ini
masih termasuk kurang, karena dengan menambah jumlah komputer tersebut
maka tidak akan terjadi permasalahan lagi seperti keterlambatan pemasukan
data dari para pemohon pelayanan yang diakibatkan karena kekurangan jumlah
komputer yang digunakan khusus untuk mengolah data pemohon pelayanan

yang selama ini terjadi.

. Kiranya agar Kelurahan Polehan melakukan pemberdayaan karyawan yang

antara lain dapat dilakukan dengan meminta / memiliki tambahan personil atau
pegawai yang sekaligus memiliki pendidikan dan keterampilan dalam

bidangnya sehingga kegiatan pelayanan terhadap masyarakat dapat larjalan

dengan baik. Dengan penambahan pegawai tersebut
memberikan pelayanan yang lebih baik dan optiga
pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif.
Kantor Kelurahan Polehan perlu juga mempcY
penambahan kemampuan dan skill seperti

pegawai-pegawai di kelurahan dengan melak
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PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Lurah Polehan

1. Menurut Bapak bagaimana kinerja pegawai Kelurahan Polehan ini?

2. Bagaimana hubungan antar pegawai dalam melaksanakan tugasnya?

3. Bagaimana cara Bapak mengkoordinasikan bawahan dalam menjalankan
tugas-tugas sebagai abdi masyarakat dan sebagai perangkat pemerintah daerah?

4. Bagaimana dengan kedisiplinan para pegawai Kelurahan Polehan?

Wawancara dengan Sekretaris Lurah Polehan

1. Menurut Bapak bagaimana kinerja pegawai Kelurahan Polehan dalam
melaksanakan tugasnya?

Bagaimana pelaksanaan tugas para pegawai Kelurahan Polehan?

Bagaimana pembagian tugas pegawai dalam melaksanakan kegiatannya?

Bagaimana hubungan kerjasama antar pegawai dalam melaksanakan tugasnya?

A

Bagaimana semangat kerja yang dimiliki para pegawai dalam melaksanakan

tugasnya?

6. Bagaimana prosedur yang diterapkan oleh kantor Kelurahan Polehan ini?

7. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh para masyarakat yang mmbutuhkan
pelayanan / pemohon pelayanan?

8. Bagaimana sikap para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang membutuhkan pelayanan?

9. Hal atau faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat?

10. Faktor apa yang menjadi pendukung kinerja pegawai dalam meberik

kepada masyarakat?
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Wawancara dengan Kasie Pemerintahan dan juga Kasie Kesejahteraan Sosial

1. Bagaimana kegiatan para pegawai di bidang Pemerintahan / Kesejahteraan Sosial
ini dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat?

2. Bagaimana kemampuan para pegawai dalam menjalankan tugasnya?

3. Bagaimana prosedur pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kekurahan Polehan
ini dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan, khususnya dalam
pelayanan pengurusan surat NTCR dan juga surat keterangan Kelahiran dan
Kematian?

4. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan
pelayanan tersebut?

5. Berapa hari / waktu yang diperlukan dalam penyelesaian pelayanan surat NTCR
dan juga surat keterangan Kelahiran dan Kemtaian?

6. Bagaimana dengan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat pemohon
pelayanan tersebut?

7. Faktor / hal-hal apa saja yang dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan
tugas atau pelayanan?

8. Bagaimana dengan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugasnya?

9. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan tugas para pegawai
Kelurahan Polehan ini?

10. Bagaimana sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki oleh Kantor Kelurahan
Polehan dalam memnunjang pelaksanaan tugas para pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat?

11. Selama ini, apakah ada komplain dari / beberapa warga atas pelayanan yang
diberikan oleh pegawai Kelurahan Polehan ini?

12. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh warga masyarakat atas pe

diberikan oleh pegawai kelurahan ini?

&
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Wawancara dengan masyvarakat pemohon pelayanan

1.

Bagaimana pendapat bapak dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh
Kantor Kelurahan Polehan ini?
Menurut bapak, bagaimana dengan sikap para pegawai kantor kelurahan ini dalam

memberikan pelayanan?

. Menurut pendapat ibu, bagaimana dengan waktu penyelesaian pelayanan yang

diberikan oleh para pegawai Kelurahan Polehan ini? Apakah sudah memuaskan?
Menurut pendapat ibu, bagaimana soal biaya pelayanan yang ditetapkan oleh

Kantor Kelurahan Polehan ini?

. Bagaimana dengan hasil pelayanan yang diberikan oleh pegawai di kantor

kelurahan ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang bapak harapkan?

Menurut pendapat bapak, apakah sarana dan prasarana di Kantor Kelurahan
Polehan ini sudah memadai dan dapat menunjang kinerja pegawainya dalam
menjalankan tugasnya?

Bagaimana dengan persyaratan-persyaratan untuk pelayanan yang diberikan oleh

kantor kelurahan ini, apakah ibu dapat menyanggupinya?
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PEMERINTAH KOTA MALANG
ARLUAMAIAN BLIMBING
KELURAHAN POLEHAN

Al 1L . Jelldil PUHIGIBWO 180, 23 T8I, (U ] = JUZUUD iidial iy = Ruuig Ub U 12t

SURAT KETERANGAN

Fedus g ar et quunzu-u

(R ICTRR VI, RV

Surat ini diberikan kepada orang yang tersebut di bawah ini :

Nama

Jenis Kelamin
Tempat Tangga! Lahir
Agama

Kebangsaan / Suku
Pendidikan

Pekerjaan

Alamat Rumah

Status Perkawinan
No. KTP

No. KK

No. Regester RT/RW
Tgl. Surat RT/RW
Keperiuan digunakan Untuk

Tujuan

Berlaku Tanggal
Menerangkan bahwa

: 31 Maret 2010 s/d

: ANWAR
: Laki - Iaki

: Indonesia

:SD

: Swasta

: JI. Kresno RT. 09 RW. 01 Polehan Malang.
: Kawin

: 3573010101600002

: 3573011010 /07104 / 0197

: AGD/19/RT.09/11i/2010

: 30 Maret 2010

: Pengajuan Surat Cerai

: Kantor Pengadilan Agama Malang.

Selesai

Berdasarkan surst keterangan dari RT. 09 RW. 01 bahwa

Orang tersebut benar akan mengajukan gugat cerai terhdap
Istrinya yang bernama : NURHAYAT! karena telah ditinggal
selama 5 Tahun .

dan orang tersebut diatas tergolong dari keluarga TIDAK MAMPU.

Demikian untuk menjadikan periksa dan dapatnya dipergunakan seperiunya.

Yang Bersangkutan

ANWAR

Malang, 31 Maret 2010
LURAH POLEHAN
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PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JI. A. Yani No. *8 Telp. (0341 ) 491I80MALANG

Kode Pos 651 25
Malang, 20 Januari 2010
Nomor t 027/48 /35.73.40L5/2010 Kepada
Lampiran : - Yth. Sdr. Camat Blimbing Kota Malang
1al : Rekomendasi Penclitian /- di

Survey / Research MALANG

Menunjuk Surat Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakulias llmu
Adminisirasi Universitas Brawijaya

Tangga : 19 Januari 2010

Nomor : 462/J10/1.14/PG/2010

Bersamaz ini diberitahukan bahwa :

Nama : Fannie Ocia Fajriansyah
Alamat ¢ JL Puntodewo No. 33 A Malang
Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan ¢ Indonesia

Bermaksud mengadakan Penclitian / Survey / Research

Judul : Kinerja Perangkat Kelurahan dalam Memberikan Pelayanan
kepada Masyarakat

Pembiinoing @ 1. Drs. Suwondo, MS
2. Drs. Sukanto, MS

Peserta :

Waktu : Ptbl'l.ld.l‘l 2010 - Maret 2010

Lokasi ¢ Kcelurahan Polchan Kota Malang

Mahasiswa wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada Instansi
sctempat,

Oemikian untuk menjadikan mal.lum

Tembusan : )
Yth. Sdr. 1, Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas lIn.u Administrasi Universitas
Brawijaya
2. Yang bersan2kutan
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PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING

KELURAHAN POLEHAN

J1. Puntodewo No. 29 Malang Telp. (0341) 352053 Kose Pos 65121

SURAT KETERANGAN
Nomor : 422/2%4/35.73.01.1010/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :RPRATOMO BA

NIP : 19550926 198503 1 002
Jabatan : Lurah Polehan Kec.Blimbing
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FANNIE OCTA FAJRIANSYAH
NIM : 0310313037

Pekerjaan : Mahasiswa FIA UNIBRAW

Telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan
Skripsi di Kantor Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing dari tanggal 1 Pebruari s/d
31 Maret 2010 dengan Judul “Kinerja Perangkat Kelurahan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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